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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 1891/Pid.Sus/2025/PN Mdn telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim telah menerapkan pasal yang relevan dengan terlebih dahulu menguji secara cermat pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang saling bersesuaian dan membentuk keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, penerapan hukum pidana materiil dalam perkara a quo telah memenuhi asas legalitas, asas kesalahan, dan asas kepastian hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan yuridis meliputi penilaian terhadap alat bukti, peran terdakwa, jenis dan jumlah narkotika, serta pemenuhan unsur delik sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pertimbangan nonyuridis mencakup keadaan yang memberatkan dan meringankan, dampak perbuatan terhadap masyarakat, tujuan pemidanaan, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga menerapkan prinsip proporsionalitas dengan menjatuhkan pidana yang sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa dan tidak melampaui ancaman pidana maksimum yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
B. Saran

1. Hakim diharapkan terus mempertahankan sikap objektif dan kehati-hatian dalam menilai alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya dalam perkara tindak pidana narkotika. Pertimbangan hakim sebaiknya diuraikan secara lebih rinci dan sistematis, terutama dalam menjelaskan dasar penentuan berat ringannya pidana, agar putusan semakin transparan dan mudah dipahami oleh para pihak maupun masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana perlu terus dikedepankan guna menjamin keadilan substantif.
2. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyidikan dan penyusunan surat dakwaan agar proses pembuktian di persidangan berjalan lebih efektif. Kelengkapan dan ketepatan alat bukti sangat berpengaruh terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, koordinasi dan profesionalisme antar aparat penegak hukum perlu terus diperkuat dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.
3. Pembentuk undang-undang diharapkan dapat melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya terkait keseimbangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Pengaturan yang lebih jelas mengenai diferensiasi pelaku tindak pidana narkotika akan membantu hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih adil dan efektif. 


